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DAFTAR ISTILAH 

 

Accrual based : basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. 

ADD  :  Alokasi Dana Desa 

APMK  :  Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 

Bilyet giro : surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk 

melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada 

rekening penerima. 

BPHTB :  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

BPKAD :  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

BPPKAD  :  Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

BUD   :  Bendahara Umum Daerah 

Cashless society :  kondisi ketika masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan 

uang tunai melainkan dengan uang elektronik atau 

beragam kartu (APMK – Alat Pembayaran Menggunakan 

Kartu) 

Cek :  perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank 

penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu 

pada saat diunjukkan. 

DD   :  Dana Desa 

e-billing :  metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan 

kode billing. 

Internet banking : layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan 

internet. 

NPWP   :  Nomor Pokok Wajib Pajak 

OPD   : Organisasi Perangkat Daerah 

PA/KPA  : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan 

PBB-P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

PPh : Pajak Penghasilan 

PPK : Pejabat Penatausahaan Keuangan 

PPKD  : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
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PPN : Pajak Pertambahan Nilai 

PPTK   : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

SKPD  : Surat Ketetapan Pajak Daerah 

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 

SPM :  Surat Perintah Membayar 

SPP : Surat Permintaan Pembayaran 

SPPT :  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

SPTPD :  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

STS :  Surat Tanda Setoran 

RKUD :  Rekening Kas Umum Daerah 

Uang elektronik :  alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai 

uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. 
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